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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah tertuang dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa, “Indonesia adalah 
Negara Hukum”.1 Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai 
dengan Falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya dan 
sebagai negara hukum Indonesia mempunyai  aturan yang bersifat mengikat, 
memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 
Aturan tersebut diwujudkan dalam suatu wujud yang nyata dan dijunjung 
tinggi oleh setiap warga negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.  
Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara 
yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol 
(Cheks and Balances), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta 
menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan 
saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. 
Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tersebut meliputi 
hampir seluruh tiga kelompok materi muatan konstitusi.
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Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terkandung banyak amanat konstintusi yang harus 
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dilaksanakan oleh penyelenggara negara, seperti antara lain untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut 
mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga 
negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 
penyelenggara pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang pubik, jasa 
publik dan pelayanan publik.. 
Penjelasan Pasal 18, Bab IV UUD 1945 menerangkan bahwa karena 
negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai 
daerah didalam lingkungannya juga berbentuk negara. Daerah Indonesia 
dibagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi pula menjadi 
daerah yang lebih kecil. Semua menurut aturan yang ditetapkan dengan 
Undang-undang. Di daerah-daerah itu bersifat otonom diadakan badan 




Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah 
daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh 
mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang 
tidak boleh berdiri sendiri. 
Untuk membentuk susunan pemerintah daerah-daerah itu, pemerintah 
bersama DPR telah menetapkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan  di Daerah, yang dilaksanakan dengan Intruksi 
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Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur 
pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan pokok-pokok 
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di 
daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan 
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas 
perbantuan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 
otonom daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku hal ini telah menunjukkan bahwa seluruh aktifitas dan 
kegiatan harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada, tidak terkecuali 
dalam menjalankan kegiatan dunia usaha pada bidang penanaman modal atau 
investasi. 
Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang penanaman modal asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 
1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 
tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun1968 
tentang penanaman modal dalam negeri jo Undang-undang Nomor 12 tahun 
1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 
tentang penanaman modal dalam negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan 
telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang 
penanaman modal. Dengan demikian, bahwa yang menjadi payung dari 
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penanaman modal investasi di Indonesia saat ini adalah Pasal 1 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 
“Penanaman modal adalah segala sesuatu atau bentuk kegiatan penanaman 
modal, baik oleh penanaman modal dalam negara maupun dari asing untuk 
melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia”. 
 
Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab dan 40 pasal. Hal-hal yang 




Satu hal yang ingin dikemukakan disini, suka atau tidak di era masa 
kini yang sering juga disebut sebagai era globalisasi, berbagai negara yang 
selama bertahun-tahun menutup diri terhadap dunia luar, telah membuka diri 
secara terbuka. Demikian juga halnya, arus pergerakan modal pun begitu 
cepat, sehingga dimana ada peluang disitulah ia berhenti. Hal ini tentu menjadi 
menarik, peluang yang didapat oleh investor, karena diberikan atau diciptakan 
oleh penerima modal ataukah adanya sebab lain. Tampaknya dua-duanya 
yakni baik penerima modal maupun penanaman modal saling membutuhkan. 
Seperti diketahui, pemodal atau investor yang hendak menanamkan modal 
pada umumnya berasal dari negara-negara maju. 
Di sinilah aturan hukum mulai berperan, apakah norma-norma 
berinvestasi sudah memenuhi standar dalam lalu lintas pergaulan internasional 
atau belum, maka Indonesia sebagai salah satu anggota komunitas masyarakat 
internasional, sangat perlu menyesuaikan aturan investasinya yang sudah 
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berjalan selama 40 tahun lebih, tepatnya pada akhir April tahun 2007 yang lalu 
pemerintah menerbitkan Undang-undang Penanaman Modal. 
Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, Indonesia sebagai 
negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, 
peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan, tidak serta merta 
sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya atau diolah, 
perlu dibangun infrastruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara 
Indonesia melalui pemerintah, oleh karena itu timbulnya keinginan untuk 
menarik investor, yang dimulai sejak zaman orde baru hingga sekarang, tetapi 
pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter.
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Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali 
perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi 
adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, 
khususya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk 
menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya 
investasi asing dalam kenyataan masih sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan 
investor dalam menanamkan modal. 
Dengan masuknya investor asing dalam kegiatan investasi di Indonesia 
dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan 
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industri yang dapat dilaksanakan sepenuhnya, baik karena alasan teknologi, 
manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara 
langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi di Indonesia. 
Maka dari itu dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan 
adanya perlindungan hukum yang jelas dan tidak berubah-rubah, sebab dalam 
melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga 
ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. 
Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, 
dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini akan menjadi pertimbangan 
bagi investor dalam melakukan investasi, supaya kegiatan investasi bisa 
berjalan dengan baik dan adil.
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Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk 
menanamkan modal kesuatu negara adalah kondisi politik dinegara tujuan 
investasi, apakah kondisi politiknya stabil, atau tidak. Sebab dengan tidak 
adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan 
diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan jika suatu negara hendak mengundang investor asing 
dalam rangka pembangunan ekonominya yakni, bahwa kesahan pemerintah 
yang sedang berkuasa harus berada pada tingkat yang tinggi tersebut diduga 
akan menjamin kontinuitas dari penerintahan yang bersangkutan, dan 
memberikan keyakinan  bahwa modal yang mereka tanamkan memberikan 
kepada mereka keuntungan yang wajar sebagaimana halnya apabila modal 
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tersebut ditanam ditempat lain, baik dinegara asalnya sendiri maupun dinegara 
lain, dan pemerintah perlu memberikan jaminan kepada para penanam modal 
asing, bahwa dalam hal terjadinya goncangan politik didalam negeri, maka 
modal mereka akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan badan usaha 
mereka tidak dinasionalisasi, dan pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa 
pemerintah itu mempunyai kesungguhan dalam memperbaiki administrasi 
negaranya. 
Disini terlihat yang seringkali menjadi perhatian investor adalah 
legitimasi dari pemerintahan yang sedang berkuasa, hal ini memang ada 
kaitannya dengan resiko yang akan dihadapi oleh investor. 
Selama bertahun-tahun telah terbukti bahwa investasi asing di 
Indonesia berhasil menyerap tenaga kerja secara massal, meningkatkan 
pendapatan negara serta kemampuan sumber daya manusia karena adanya 
transfer pengetahuan dan teknologi. Dalam berbagai hal, investasi asing bukan 
hanya sekedar penanaman modal, namun juga menciptakan nilai tambah bagi 
peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. 
Maka dari itu Indonesia berupaya menggali sumber daya pembiayaan 
dari luar negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri 
salah satunya adalah penanaman modal asing langsung. 
Untuk mengundang sumber pembiayaan tersebut Indonesia harus lebih 
giat lagi dalam mengelolah sumber daya yang ada didalam negara ini seperti 
sumber daya alam yang sangat berlimbah dan banyaknya tenaga kerja. Hal 
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tersebut perlu dikembangkan agar para investor asing tertarik datang dan 
menanamkan modalnya di Indonesia. 
Sumber pembiayaan melalui penanaman modal asing langsung ini 
merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial 
dibandingkan dengan sumber yang lain, karena Penanaman Modal Asing 
langsung lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan. 
Dengan datangnya Penanaman Modal Asing juga diharapkan secara 
langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang iklim atau 
kehidupan dunia usaha dalam berbagai bidang usaha, serta dapat dimanfaatkan 
dalam upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan 
yang mereka miliki. 
Dengan adanya kebutuhan suatu negara terhadap penanaman modal 
asing untuk mengembangkan perekonomian yang diharapkan akan membawa 
pada kesejahteraan dan setelah melihat perkembangan modal asing yang 
sangat tidak menentu disebagian negara, maka perlu dikaji dan faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing agar investasi dalam 




Pada awalnya Provinsi Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera 
Tengah yang terdiri dari tiga residen yaitu Jambi, Riau dan Sumatra Barat, 
dimana pusat pemerintahan berada di residen Sumatera Barat. Riau 
merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia jauh sebelum Kepulauan 
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Riau berpisah menjadi Provinsi sendiri pada saat itu, dan sejarah mencatat 
bahwa Riau dibangun oleh pengusaha pasar hingga investor besar dan nilai 
investasi yang luar biasa terus mengalir ke kawasan ini. Dari satu pasar yang 
kecil, kini Riau telah menjelma menjadi raksasa ekonomi yang menarik minat 
investor untuk menanamkan modal disini. 
Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak 
pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan 
datang karena terletak pada jalur perdagangan regional dan internasional di 
kawasaan ASEAN melalui kerja sama IMT-GT dan IMS-GT. 
Setelah terjadi pemekaran wilayah, Provinsi Riau yang dulunya terdiri 
dari 16 Kabupaten/kota sekarang hanya tinggal 12 Kabupaten/kota setelah 
Provinsi Kepulauan Riau terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi Provinsi ke 32 
di Indonesia.  eadaann a mem en ang da i le eng  uki   a isan sampai ke 
lau   ina  ela an   e le ak an a a        in ang  ela an sampai        in ang 
  a a a au an a a         -         uju   imu    een i h dan       -      
Bujur Barat Jakarta. 
Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi dua Provinsi mempunyai 
luas 235.306 Km2 atau 71,33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 
94.561,61 Km2 atau 28,67 persen daerah daratan. Di daerah daratan terdapat 
15 sungai diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai 
sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), 
sungai Kampar (400 km) dan sungai Indragiri (500 km), keempat sungai yang 
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membelah dari pegunungan daratan tinggi bukit Barisan bermuara di selat 
Malaka dan Laut Cina Selatan. 
Letak geografis tersebut maka Provinsi Riau menjadi salah satu tujuan 
bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya dan untuk berusaha di 
Indonesia sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dan 
menguntungkan bagi pemilik modal serta dapat meminimalisir resiko. Maka 
penulis ingin meneliti tentang Penanaman Modal Asing yang berada di 
wilayah Provinsi Riau. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul  “Perlindungan Hukum Terhadap 
Investasi Asing  Yang Masuk di Provinsi Riau Pada PT Riau Perkasa 
Steel” 
 
B. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya pertimbangan para investor asing untuk 
melakukan investasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, seperti 
perlindungan hukum yang tidak jelas, serta kurangnya pembangunan 
infrastruktrur dan perekonomian yang seharusnya menjadi faktor pendukung. 
 
C. Rumusan Masalah 
Sehubungan penjelasan di atas dapat ditemukan beberapa pokok 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investasi asing yang masuk ke 
Provinsi Riau ? 
11 
 
2. Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan 
perlindungan hukum pada investasi asing yang masuk di Provinsi Riau ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat penelitian. 
1. Tujuan penelitian 
a. Mengetahui perlindungan hukum yang menjadi permasalahan terhadap 
penanaman modal atau investasi  
b. Mengetahui langkah-langkah yang dapat mengundang atau mengajak 
para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia  
2. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan 
manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah: 
a. Bahwa hasil penelitian kelak dapat menyumbangkan pemikiran dalam 
ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum bisnis 
b. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan (input) 
kepada instansi yang berwenang dalam mengambil kebijakan (policy) 
untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada, 
khususnya yang berkaitan dengan peran investor asing dan investor 




E. Metode Penelitian  
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat 
peneliti uraikan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu 
penelitian yang langsung mengumpulkan data lapangan. Pendekatan ini 
mengkaji konsep hukum sosiologis mengenai perlindungan hukum 
terhadap investasi asing yang menanamkan modalnya di Provinsi Riau.  
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan 
promosi daerah Provinsi Riau.
8
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9
 serta 
PT Riau Perkasa Steel yaitu perusahaan asing yang bergerak dibidang 
logam yang ada di Provinsi Riau yang mempuyai tugas sebagai pelaksana 
sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal. 
Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BPMPD Provinsi Riau, 
DPRD Provinsi Riau, dan PT Riau Perkasa Steel dalah : 
1. BPMPD Provinsi Riau yaitu Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah 
Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008, BPMPD Provinsi Riau mempunyai 
tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah, serta menyusun 
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dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang 
penanaman modal dan promosi daerah seluruh Provinsi Riau.  
2. DPRD Provinsi Riau adalah lembaga yang membuat aturan yang lebih 
nyaman untuk para investor menanamkan modal di Provinsi Riau.  
3. Maka perusahaan asing yaitu PT Riau Perkasa Steel yang 
melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh 
lembaga-lembaga diatas. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 
berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, 
sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi 
yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.
10
 Oleh 
karena jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka populasi tersebut 
langsung dijadikan sampel  dalam penelitian ini dengan metode Total 
Sampling yaitu: 
a. Kepala BPMPD Provinsi Riau 
b. Badan Pembentukan Peraturan Daaerah DPRD Provinsi Riau 
c. PT Riau Perkasa Steel Perusahaan asing yang bergerak di bidang 
logam 
4. Data dan sumber data 
Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan 
dua jenis data, yaitu: 
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a. Data Primer, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian 
lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber 
(field research). Untuk mendapatkan data primer penulis 
menggunakan wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara langsung kepada responden. 
b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian 
pustaka (library research). 
Data diperoleh dari arsip-arsip dan Peraturan Perundang-undangan 
yang ada di perpustakaan. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Untuk mengumpulkan data primer (field research), peneliti 
melakukannya dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab 
secara langsung dengan responden/narasumber yaitu;  
1. Bapak Muhammad Yusuf di Badan Penanaman Modal dan 
Promosi Daerah Profinsi Riau 
2. Bapak H. Ilyas di Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi Riau 
3. Bapak Louis Chen di PT Riau Perkasa Steel 
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Dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah 
(directive interview) yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan 
keluwesan dan tidak kaku yang di lakukan oleh penulis.
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b. Studi kepustakaan 
Untuk mengumpulkan data sekunder (library research), peneliti 
melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, 
kamus-kamus ensiklopedi dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan 
materi yang dibahas. 
6. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya 
menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang 
berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, 
dan akhirnya diambil kesimpulan. Penulis menarik kesimpulan dari 
penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-
ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus. 
 
F. Sistematika penulisan 
Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan 
pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam 
penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
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Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, pembatasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian, metode pengumpulan data, dan 
sistematika penulisan.  
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini berisikan sejarah singkat Provinsi Riau, 
gambaran umum Provinsi Riau, letak dan luas, batas, agama, 
sosial budaya, pariwisata dan perekonomian Provinsi Riau 
serta  profil badan penanaman modal dan promosi daerah 
Provinsi Riau dan PT Riau Perkasa Steel 
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan umum penelitian ini tentang devenisi perlindungan 
hukum, peran hukum dalam mendorong investor asing, 
devenisi investasi, tujuan investasi, manfaat investasi, risiko 
investasi, proses investasi, dan teori investasi. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini yang akan menguraikan tentang hasil penelitian 
yaitu Perlindungan Hukum terhadap investasi Asing yang 
masuk ke Provinsi Riau dan langkah yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap 





BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang 
ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak 
yang berkaitan dalam penulisan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
